SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK SARANG BURUNG WALET/ BURUNG SRITI
DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIR],

Menimbang  : a. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan sektor pajak dan upaya menjaga kelestarian lingkungan
hidup dan sumber daya alam, hutan, tanah dan air dari kerusakan
yang discbabkan olech manusia, hewan dan alam, maka perlu
memberikan perlindungan terhadap pengelolaan dan pengusahaan
sarang burung walet/ burung sriti beserta sarangnya yang berada di
habitat alami atau habitat buatan Kabupaten Kediri ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak burung
walet / burung sriti di Kabupaten Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-Dacrah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun
1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419 ) ;
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Undang - wundang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;

Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengclolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Dacrah  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 itentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kchutanan
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3888) ;

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 ientang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemernintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138) ;
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20,

Keputusan  Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang  Teknik
Penyusunan Peratursn Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden ( Terobaran Negara Ropublik Indonesia Tahun
1999 Nomor 70 ).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Dacrah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang
Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
Keputusan Menteri Dalam Negen dan Oteaoini Daerah Nomor 21
Tabun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan
Produk-produk Hukum Daecah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22
Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23
Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
Keputisan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor @ 449/Kpts-
/1999 tentang Pengelolaan Burung Walet (Collocalia sp.y di
Habitat Alami (in-situ) dan Habilat Buatan (ex-sifu);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang
Penyidik Pegawam Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor
10/D Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKIL.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG PAJAK
SARANG BURUNG WALET / BURUNG SRITI DI KABUPATEN
KEDIRL



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pa@’m Daerah i yang dimaksud dengan :

a. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;

b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah
Otonom yang lain scbagai Badan Eksckutif Dacrah ;

¢. Kepala Daerah, adalah Bupati Kedin ;

d. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan
daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

c. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang mcliputi Perscroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,
firma, kongsi, Koperasi Yayasan atau organisasi yang sejemis, lembaga,
dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

f. Pajak pengusahaan dan pengelolaan burung walet / burung sriti yang
selanjutnya  discbut Pajak, adalah pungutan Pemerintah Daerah atas
pengéloiam dan pengusahaan burung walet / burung sriti;

2. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD,
adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurul Peraturan
Perundang-undangan perpajakan Daerah ;

h. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjuinya disingkat SSPD, adalah
Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak uniuk melakukan pembayaran
atau penyctoran pajak yang terutang ke Kas Dacrah atau ketempat lain
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

i Surat Ketetapan Pajak Daerah yang sclanjutnya disingkat SKPD, adalah
Surat Keputusan yang menentukan besarnya  jumlah pajak yang
terutang |

j. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah
pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
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pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang

masih harus dibayar berdasarkan bukt pembayaran |

Swat  Keielapan  Pajak.  Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
sclaijutinya  disingkat  SKPDABT, adalah  Surat Keputusan  yang
menciiukaic  tanbaban  alas  jumiah  pajak vang telah ditetapkan
berdasarkan buksi pembayaran:

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya  disingkat
SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
peribayaran pajak karcua jumdah kredit pajak lebth besar dari pajak
yang lotuiang atay udak scharusnya terutang berdasarkan  buki
pembayaran;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang sclanjutnya disingkat SKPDN,
adalah Surai Keputusan yang menentukan Jjumiah pajak yang terutang
sanwa besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak berdasarkan bukti pembayaran;

Surat Tagihan Pajak Dacrah yang selanjutnya disingkat  STPD, adalah
Surai unluk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda ;

- Pemeriksaan,  adaiah  serangkaion  kegiatan  untuk MENCart,

mengumpuikan , mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk
tjuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan perpajakan daerah ;

Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah, adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
yang sclanjuinys discbut Penyidik, untuk mencasi scrta mengumpulkan
bukti yang dengan bukii ilu membuat terang tindak pidana dibidang
Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
Kawasan hutan adalah wilayah hutan yang ditunjuk atau ditetapkan oleh
Pemerintah untk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan;

Burung walet/burung sriti adalah satwa liar yang tidak dilindungi,
lermasuk dalam marga Collocalia sp ;

Habitat adalah lingkungan temapat tumbuhan atau satwa dapat hudup dan
berkembang secara alami;
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t. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara unsur dalam alam baik

hayati maupun non hayati yang saling fergantung dan pengaruh-
mempengaruhi;

u.  Habitat alami (in-situ) burung walet/burung sriti adalah goa alam, tebing,
lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung
walet  atau burung sriti hidup dan berkembang biak secara alami baik
yang berada dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan:

v. Habitat buatan (ex-situ) burung walet / burung sriti adalah bangunan
sebagai tempat burung walet /burung sriti hidup dan berkembang biak;

w. Populasi adalah suatu kelompok organisme yang terdini atas individu-
individu yang tergabung dalam satu jenis, atau satu varietas, satu ekotipe
atau satu unit taksonomi lain yang terdapat pada suatu tempat;

x. Sarang burung walet'burung sriti adalah hasil produksi burung walet
/burung sriti yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur
serta menetaskan burung walet/ burung sniti;

y. Panen rampasan adalah sistem pemanenan sarang burung walet/ burung
srifi yang dilakukan pada saat sarang burung walet/ burung sriti
sempurna dibuat dan belum berisi telur;

z. Panen tetasan adalah sistem pemanenan sarang burung walet/ burung
sriti yang dilakukan setelah anakan bumg walet / burung sriti menctas
dan sudah bisa terbang serta dapat mencari makan sendiri;

aa, lzin, adalah izin pengusahaan dan pengelolaan burung walct/ burung

stiti.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Sarang burung walet / burung sriti dipungut pajak
atas setiap pengambilan sarang burung walet / burung sriti;
(2) Obyek Pajak adalah setiap pengambilan sarang burung walet / burung

sriti:
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Pasal 3

(1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau
mengambil dan atau membeli dan atau penanggung jawab sarang
burung walet / burung sriti;

(2) Waiib pajak adaiah orang pribadi atau badan vang memiliki dan atau
menggambil dan atay membeli dan alau penanggung jawab  sarang

burung walet / burung sriti.

BAB I
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah nilai Jual perolehan sarang burung
walet / burung sriti.

Pasal 5
Tarif pajak ditetapkan sebesar § % (lima persen) dari nilai jual.

BAB 1V
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 6

(1) Pajak yang terutang dipungut di Daerah ;

2) Jumlah pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
scbagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 7

Masa pajak adalah jangka wakiu yang lamanya 1 (satu) tahun
takwim sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terhutang .

Pasal 8




Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat panen sarang burung

walet / burung sriti

Pasal &

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD ;
(2) SPTPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya ;
(3) SPTPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada
Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah
berakhirnya masa pajak ;
(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala
Dacrah.
BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN PAJAK
Pasal 10
(1) Berdasarkan SPTPD scbagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1),
Kepala Dacrah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau korang
dibayar sctelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD
diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga scbesar 2 % (dua
persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
Pasal 11
(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD scbagaimana dimaksud
dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan
dan menetapkan pajak sendiri yang terutang ;
(2) Dalam jangka waktu 3 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,
Kepala Daerah dapat menerbitkan :
a. SKPDKB ;
b. SKPDKBT ;
¢. SKPDN.
(3) SKPDKB scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:
a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak
vang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi
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administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan

dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung scjak saat
terutang pajak ;

b. Apabila SPTPD tidak sampai dalam jangka waktu yang ditentukan
dan telah ditegur secara ferfulis, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihifung dari pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan dihitung scjak saat terutangnya pajak ;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenubi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok
pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung scjak saat terutangnya pajak.

(1) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf b diterbitkan
apabila ditemukan d:rta baru atau data yang semula belum terungkap
yang menycbabkan penambahan  jumlah pajak yang ferutang, akan
dikcnakan sanksi administrasi berupa kenaikan scbesar 100 % (scratus
persen) dari jumlah kekurangan pajak terscbut

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diterbitkan apabila
jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terutang dan fidak ada kredit pajak |

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan
SKPDEBT sebagaimana dimaksad pada ayat (2) huraf a dan b tidak
atau fidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktun yang telah
ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi

administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan ;
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(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum
dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk olech Kepala Dacrah sesuai wakm yang ditentukan datam
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ;

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain vang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X
24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Dacrah ;

(3) Pembayaran pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diiakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 13

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sckaligus atau lunas ;

(2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur  pajak  terutang dalam  kuron waktu tertentu  setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan ;

(3) Angsuran pembayaran pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dilakukan secara teratur dan berturut-twrut dengan dikenakan
bunga secbesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum
atau kurang bayar ;

(4) Kepala  Dacrah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
unfuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan
setelah memenuhi persyaratan yang ditenfukan dengan dikenakan bunga
2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak vang belum atau kurang
dibayar ;

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta
tata cara pembayaran angsuran dan penundaan scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (4) , ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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Pasal 14

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13

diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan

pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala

Daecrah.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 13

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari
sejak saat jatuh tempo pembayaran ;

(2) Dalam jangka wakiu 7 (tujuh) hani sctelah tanggal Surat Teguran aiau
Surat Peringatan  atau surat lain yang scjenis, Wajib Pajak harus
melunasi pajak yang terutang |

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain - yang  sejenis
sebagaimana diraaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat .

Pasal 16
(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar
ditagih dengan Surat Paksa ;
(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh
satu) hari sejak tanggal Surat Teguran ataw Surat Peringatan atau surat

lain yang sejenis.
Pasal 17

Apabila  pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
wakiu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat
segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyilaan,
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Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib pajak belum Juga mclonasi
pajaknya, sciclah lowat 10 (sepuduh) hai sefak faneeal pelaksanaan Suorat
Perntah molabsawndan penvitaan, pejabat meldukan permintaan penctapan

tangeal polelangan kepada Kanter elang Negara

Pasal 19
Sctelab hantor Tl negara menctaphan had langeal, jam dan
temipal pelaksansan kelang, juru sita memberitabukan  dengan scgera secara
toriulls kepada Waph Pajak.

Pasal 20
Boatuk, joms dan B formalir vane  dipergunakan  untuk

pelaksanan penagihan pajak dacrab ditetaphan ofch Kepala Dacrah.

HAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PATAK
Pasal 21
{1) Kepala Dacrah hcrd;w..'lrkanr permohonan wajph pajak dapat memberikan
pengirangan, kevinganan Jdan pembehasan paiak
{23 Taba caia pemberian. pensurangan, Kerineaman dan pembebasan pajak

sebagmmana dimaksud pada avat (1) ditetaphan oleh Kepala Daerah.

BAB X
TATA CAR PEXNBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PEMGHAPUSAN
ATAU PENGURANAN SANEKSI ADMINISTRASI
Pasal 22
(1) hepala Daerah Karena jabatan atao atis penmohonan wapib pajak dapat:
a. Membetndkan  SKPD gtau SKPDKA atau SKPDKBT atau STPD
vang dalam penerbitannva terdapat kesalahan tubs, kesalahan hitune
dan atas Rekdlirmn  dalam pencrapan Peraturan  Perundang-
undanvan perpajakan daerah |

b Mombaiaiban atvn menourangkan botctapan pajak vang tdak benar;
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¢. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,

denda dan Kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi terscbut
dikenakan karena kekhilafan wajib  pajak  atau  bukan Kkarena
kesalahannya,

(2) Permohonan  pembetulzn, pembatalan  pengurangan  ketetapan dan
penghapusan  afau  pengurangan  sanksi  administrasi  atas  SKPD,
SKPDKR, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disampatkan secars tertulis  oleh wajib pajak kepada Kepala
Daerah, atau peyabat sclambat-lambatnya 30 (tiga puluh) han sejak
tanggal diterima SKPD, SKPDKB., SKPDKBT atau STPD dengan
memberikan alasan vang jelas ;

(3) Kepala Dacrah atau Pejabat diterima paling lama 3 (tiga) bulan scjak
permohionan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus
memberikan keputusan |

(4) Apahila setelah lewat wakiu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Kepala Daerah atan pejabat tidak memberikan keputusan,
permohonan, pembetulan, pembatalan, penguranan  kefetapan  dan
penghapusan atau penguranan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 23

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah
atau pejabat atas suatu :
a. SKPD
b. SKPDKB ;
¢. SKPDKBT ;

d. SKPDLB ;
¢. SKPDN.

(2) Permohonan keberatan scbagaimana dimaksud  pada ayat (1) harus
disampaikan sccara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan
SKPDN diterima  oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena

keadaan diluar kKekuasasnnya |
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(3) Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua

belas) bolan  sejak tmgzs! swrat permohonan keberatan sehagaimana

dimaksud pada ayal {73 Jilcibng, sudah memberikan keputusan |

(4) Apahita setelalt lewat wakiu 12 (dna belas) bulas sehapatinana dimaksud
padi wvat {1y Fepale Daciob st peiabat tidat mezmberikan keputusan,
penﬁnhonmx keberatan diarppap dikabulkan

(5) Pengajuan  keberatan  sehagaiman dimaksud pada ayat (1) tidak

metnda kewajiban membayar pajak.
Pasad 24

(1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian
Sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) btulan sctelah diterimanya
Leputusan keberatan |

(2) Pengajuan banding sebavaimana dimaksud pada avat (1) tidak menunda

kewajiban membavar pajnk,

Pasal 235
\pabila penajuan beberatan sebagaimans dimaksud dalam pasal
23 atan banding schagaimana dimaksud dalam pasal 24 dikabulkan sebagian
atau seturuhnya, kelebihan pembayaran pajak ditembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 {(dua
pulul: cimpat) bulan.
Pasal 26
(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran
paizk kepada Kepala Dacrah atan pejabat secara  tertulis dengan
menvebutkan sehorang-kurangny?
a. nama dan alamat wajib pajak :
b. masa pajak
¢. besarnya kelehihan pembayaran pajak
d. alasan vang jelas,
(2) ¥epata Dacrsh atau pejabat dalam jangka waktu pading lama 12 (dua
belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihum
pembavaran  pajak  sebagaimiana  dimaksud pada ayat (1) harus

memberikan keputusan ;
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(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui

Kepala Dacrah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan ;

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lannya, kelebihan
perﬁbayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung
diperhitungkan unfuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut |

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan sctelah
lewat waktu 20 (dua puluh) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala
Daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan uang
pajak lainnya, scbagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4),
pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukt
pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII
EKEDALUWARSA
Pasal 28

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedatuwarsa seiclah melampauni
jangka waktu S (lima) tahun sejak saal tevulangnya pajak, kecuali apabila
wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dacrah ;

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa atau |
b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun
tidak Lingsung,
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BAB XIIi
PERIZINAN

Pasal 29

Sefiap perorangan atau badan usaha yang memiliki sarang burung
walet / burune it wajib mempunyai surat izin dari Kepala Daerah atau

Pejabat vang ditunjuk ;

BAB XIV
KEWAIIBAN PEMILIK

Pasal 30

(1) Setiap pemilik yang akan melakukan pemanenan sarang burung walet
fburung stili diwajibkan  membentahukan  secara tertulis kepada
Kepala Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk;

(2) Pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-

© kurangnya 7 (njul) hari sebelum pemanenan;

(3) Untuk meneniukan jumbali atau banyaknya sarang burung walet
Murung seiti yang diambil harus disaksikan oleh petugas yang
diturguk;

(4) Pemilik wajib mclaporkan hasil peraancnan sarang burung waist dan
atau burung sriti yang diperolch atau diambil dalam wakmu 7 (tujuh)
hari sesudah tanggal pemancnan;

(5) Pelapotan yang dimaksod pada ayat (4) memuat keterangan tentang

a. Nama dan nomor 1zin usaha |

b. Alamal pengusaha ;

¢. Alamat letak usaha,

d. Tanggal pemanenan sarang burung walet atan burung sriti;
¢. Hasil produksi atau jumlah pemancnan;

f  Perkiraan hargs pasar saat itu;

g Keterangan lain yang dianggap perlu.
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BAB XV

PEMBINAAN HABITAT, POPULASI SERTA PEMANENAN
Pasal 31

(1) Pembinaan sarang burung walet /burung sriti dilakukan dalam bentuk
kegiatan pengamanan habitat sarang burung walet/burung sriti dari
gangguan hewan, lusna dan penyakit serta manusia;

{2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk habitat alanu
dilaksanakan dengan tidak mengubah bentuk fungsi habitat alami
sarang burung walet/burung s dan dengan ictap menjaga estetika
kelestarian, populasi dan keasliannya;

(3) Pengamanan scbagaimana dimaksud ayat (1) untuk habital buatan
dilaksanakan dengan ictap memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 32

(1) Pemanenan sarang burung walet/burung sriti dapat dilakukan dalam
rangka pembinaan populasi;

(2) Pemancnan sarang burung walet/burung sriti sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara panen tetasan dan panen
rampasan dengan tetap memperhatikan kelestariannya;

(3) Pemanenan sarang burung walct/burung sriti dengan cara panen
tetasan dapat dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun ;

(4) Pemanenan sarang burung walstburung sriti dengan cara panen
rampasan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam satu
tahun.

BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 33
(1) Untuk kelancasan dan ketertiban kegiatan scbagaimana dimaksud
pada pasal 29, 30, dan 32 diadakan pengendalian dan pengawasan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2) Pengendalian dan pengawasan scbagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
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BAB XVII
KICTLa FUAN PIDANA

Pasal 34

(1) Wajib Pajak vang karena kealpaanyas tidak menyampaikan SPTPD ataun
mengisi dongan udah benar atau ddak lengkap atau  melampikan
keierangan yang tidak benar schingga merugikan keuangan Daerah dapat
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau

denda paling banyak 2 (dua) Lali jumlah pajuk yang terutang |

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja  tidak menyampatkan SPTPD atau
mcnggsi tdak dengan benar stau tddak lenghap melarapivkan keterangan
yang (tdah benar schingga merugikan kevapgan dacrah dapat dipidana
denzan pidana penjam paling Luma 3 (tiza) bulan dan atau denda paling

anyak 4 Genipaty kali juialab pajak yang erutang.

BAB XVill
PENYIDIKAN

Pasal 35
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di hngkungan Pemerintah Dacrah
dibeni wewenang kliusus scbagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang perpajakan dacrah scbagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Hukuin Acara Pidana yang berlaku |

(2) Wewenaag Penyidik sebagammana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. mensrima, ineaca, meegumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkeunaan dengan tindak pidana  dibidang perpajakan
daciab agar keterangan atau laporan terscbut menjadi lenghap dan
Jelas

b, ucuchit, mencari dan mengumpuikan keterangim mengenai orang
piibadi atau badan teniang kebenaran  perbuatan yang dilakukan

schubungan dengan tindak pidana perpajakan dacrah ;
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¢. meminia keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

schubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah |

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukt
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;

g menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memecriksa
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa scbagaimana

dimaksud pada huruf e ;

h. memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan daerah ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi ;

J. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran pemyidikan
tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang
bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikanya kepada
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
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Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabu-

paten Kediri.
Disahkan di Kediri
pada tanggal 18 - 11- 2002
BUPATI KEDIRI
TID.
Ir. H. SUTRISNO
Diundangkan di Kediri
pada tanggal 18 - 11 - 2002
Disalin sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH AN, .
An. BUPATI KEDIRI
TID. ' SEKRETARIS DAERAH
Drs. H. DJOKO SOEHARNO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI JOKO S (0]
TAHUN 2002 NOMOR 10 SERI B Pembina Utama Muda
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